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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan
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Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dan efektivitas sistem pengendalian intemn.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Kevangan
Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa

Pengecualian™ atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015.

2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan
keuangan, antara lain:

a. RekeninguangjamimnpasimmwatﬁmpBP]Sbelmnmmdilzpouml(emmg;mRSUDTA
2015 dan penempatan deposito RSUD Sragen belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengelolaan
keuangan BLUD. disebabkan Direktur RSUD Dr. Sochadi Prijonegoro kurang cermat dalam
mengelola keuangan rumah sakit mengakibatkan akun kas RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro tidak
mencerminkan kondisi sebenamya

b. Pencatatan aset tetap pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan belum
sepenuhnyatuﬁb,dikmmhnpmggnmbmmgbelmnopﬁnmldahmmehhnkmpmmhmn
danpum'banmmadqrpanmmlmnbmmgmﬂikdaaah,mxgah‘bmkmpﬁmmmhmnm
tetap secara tertib belum sepenuhnya tercapai.




Berdawkmkelumlmntcmehn,BPKmuekomuﬂasikmkqndaBupaﬁSmgmagm

memerintahkan:

a DhekunRSUDdrSoehadiPﬁjangmommkmmgglmkmmkmmgymgmhhdisahkmBupaﬁ
mm&mmyimpanxlunhakﬁvimskamgannmnhsaﬁtdanmﬂwmpmkmdamdepmhodm@n
memerhatikan ketentuan vang berlaku;

3. Kepatahan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPKjugamenanukanadaqakeﬁchkpamhmwdndapkemnnmpammpamdmg-mdmgm
dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain:
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minimal sebesar Rp253,07 juta tidak dapat diyakini kewajarannva dan berpotensi merugikan
keuangan daerah;

b. lndikasimnﬁmmngandahmmpekhngmmhlﬁULPdeokjamdaﬁgapd&ﬂpekeﬁm
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harga Pengadaan Alat Kedokteran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merckomendasikan kepada Bupati Sragen
antara lain:

a) SdnmﬁsDewmmehluiangomdewmmmkmmytwrkeKasDauahseﬁsihbehnjaymg
ﬁdakdamtﬁwmggmgfawammm'Rpﬁlmjum;

b) Sekretaris Daerah melalui Kabag Pembangunan Setda selaku Koordinator ULP memberi sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada ULP atas ketidakcermatan mengevaluasi dokumen
pelelangan; dan melalui Kabag Pembangunan memberikan peringatan tertulis kepada ULP untuk
mengusulkan pemberian sanksi kepada penyedia CV LJ, CV MSD. CV KM, CV BMJ, CV SBP
dan CV NI karena terindikasi kepmnilikmpadasampihakteﬂenmymgmyebabkmpersaingan
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Untuk jelasnya kami Iampirkanlapomnhsilpemeriksmdixmbnd, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan

Atas Laporan Keuangan Nomor S4A/LHP/BPK/X VIILSMGA5/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas

Sistem Pengendalian Intern Nomor 34B/LHP/BPK/X VIILSMG/05/2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 54C/LHP/BPK/X VIIL.SMG/05/2016
masing-masing tanggal 24 Mei 2016.



Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015, jawaban atau penjelasan kepada
_BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima_

Ataspedmﬁandankujmammya,diucapkantu‘imakmih.
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